PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANGY
NOMOR : 5TAHUN 2006

TENTANG 08
| KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
‘ PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH o
KABUPATEN ACEH TAMJANG i

BISMILLAHIRRAHMAN IHRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG

Menimbang i a  bahwauniuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 28 ayat
] (2) Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan- Pimpinan dan
Anggota DewanPerwalilan Rakyat Daerah, maka periu
ditinjau Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya
diatur dan ditetapkan kembali Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggeta Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;
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Mengingat

1,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang
Protokoler {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonessia Nomor 3363);

Ungang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Mepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 1998 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Uindang Nomor 18 tahun 2001 tentang Ctonomi
Khusus bagi Propinsi Daerah isimewa Aceh sebagai
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4134},

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4176)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemillhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang -
Keuangan Negasa (Lembaran Negara Aepublik Indone-
sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyal,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2003 Nemor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4310),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik inddnesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 entang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
yang felah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 4548);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentant
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembarar
MNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nemor 62 Tahun 1990 tentang
ketentuan Keprotokelan Mengenal Tata Tempal, Taki
Upacara dan Tata Penghormatan {Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambaha
{ embaran Nagara Republik Indonesla Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Momor 25 tahun 2000 tentar
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proping
sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2000 Nomaor 24, Tambahan Lembara
Megara Aepublik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentan
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan da
Anggota Dewan Perwakifan Rakyal Daerah {Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Mome
4416);

Peraturan Pemeriniah Nomor 25 Tahun 2004 tentar
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Terlib Dews
Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2004 Nomor 81, Tambahan Lembare
Negara Republik Indonesia Nomor 4417,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentar
Perubahan atas Peraluran Pemerintah Momar 24 Tah
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuang:
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Raky
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi
2005 Momor 94, Tambahan Lembaran Negara Reput:
Indonesia Nemor 4590);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan

! Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

| 19, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman  Pembi dan P
Penyeleniggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor
4583);

20. Keputusan Menteri Dalarm Negeri Nomor 155 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian
Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
| Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

lan
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : QANUN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Datam Qanun ini yang dimaisud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupali dan psrangkat Daerah Sebagal unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalal
Lembaga Perwakilan Rakyal Daerah sebagai unsur penyelenggarar
Pemerintahan Daerah;

Pejabal Pemeriniah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi luga:
tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan:

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
Waki Bupati adalahWakil Bupati Aceh Tamiang;

Pimpnan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil DPRD Kabupaten Acel
Tamiang;

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
Sekretarial DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;

Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberfkan kepada seseoran
untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acan
resmi atau pertemuan resmi;

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acar
resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tak
penghomatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesus
dengan jabatan dan/alau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atal
masyarakat;

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakal
oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalar
melaksanakan tugas dan lungs tertentu, dinadiri oleh pejabat Negara, pejabz
Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta udangan lainnya;

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara daiam acar
kenegaraan dan acara resmi;

Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan lempat bagi pejabat negare
pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyaraks
tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
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21.

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pamberian hormat
bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan
tokoh masyarakat terlentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

Uang Reprosentasi uang yang ity setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagaipimpman
dan anggota DPRD;

Uang Paket adalah uang yarig diberikan setiap bulan kepada Pimplnan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuli rapat-rapat dinas;

Tunjangan Jabatan adalah uang yany dberikan sefiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil kelva, dan
anggota DPRD;

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah wnjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggola
panitia musyawarah, atau komisi, atav badan kehomnatan, atau panitia
anggaran atau alat kelengkapan lainaya;

Tunjangan Kesejahteraan adalah wnjangan yang diberikan kepada, Pimpinan
dan Anggota DPAD berupa pemberian faminan pemeliharaan keschatan,
penyediaan rumah jabatan Pimginan DPRD dan periengkapannya, mmah
dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD,
pemberian pakaian dinas, uang duka/meninggal dunia dan bantuan biaya
pengurusan jenazah; :

Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang meninggal dunia atay mengakhiri masa bakiinya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah selanjuinya disebut APBD adalah

rencana kevangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui cleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Qanun;
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23. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Daerah olonom yang diberi tuga
tertentu di bidangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan;

24. |nstansi Verlikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembag‘
Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB Il
KEDUDUKAN PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalar
Acara Resmi.

(2) Acara Resmisebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi :
a, acararesmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
b acara resml Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintaf
¢. acararesmiPemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintal
Daerah.

Bagian Kedua
TataTempat

Pasal3

=3
Tata tempatPimpinan dan Anggota DPAD dalam acara resmi yang diadakan ¢
ibu kota, Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :
a  Ketua DPAD di sebelah kir Bupati;
b.  Waki-wakil Ketua DPAD bersama dengan Wakil Bupali selelah pejab:
Instnasi Vertika! lainnya;
©.  Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daera
lainnya yang setingkat Sekretaris Dacrah, Asistendan Kepala Dinas/Bada
danfatau Satuan Kerja Daerah lainnya;
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Pasal 4

Tala lempal dalam rapai-rapat DPRD sebagal borikut :

a.  Ketua DPRD didamping| cleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

b.  Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua

DPRD;

Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

Anggota BPRD menduduki tsmpat yang telah disedlakan untuk Anggota;

e.  Sekretaris DPRD, peninfau, dan undangan sesuai dengan kondisi mang
rapat.

ano

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan

Wakil Bupalisebagai berikut :

a.  Ketua DPRD di sebefah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji
dan melantik Bupati dan Wakit Bupati;

b.  Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

€. Anggota DPRD menduduki tempat yang tefah disediakan untuk Anggota;

d.  Bupati danWakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan Pejabal yang
akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

e calon Bupati danWakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-
wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesual dengan kondisi Fuangan
Rapat;

g. mantan Bupati dan Wakil Bupali setelah pelantikan duduk di sebelah kiri
wakil-wakil Ketua DPRD;

h.  Bupati dan wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat
yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupali,

Pasal 6

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

a.  Pimpinan DPAD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri
atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupali;

b Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpatvjanji, duduk di tempat
yang telah disediakan;
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setlah pengucapan sumpahfjanji Pimpinan Sementara DPRD duduk d
sebelah kiri Bupati;

Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengaditan Negeri atau Pejabat yang
ditunjuk duduk dl tempal yang telah disediakan;

Sekretaris DPAD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telal
disediakan; dan

Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Jan]i dan Pelantikan Ketua dar
Wakil-wakil Ketua DPRD hal Pemilihan Umum sebagai berikut :

a.
b
c.

0]

2)

F\mpiﬁar DPRD duduk di 1 kiri Bupati dan Wakil Bupati
Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negel
selelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wak
Bupati, Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
manlan Pimpinan Semeniara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ¢
tempat yang tefah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

Tata upacara dalam Acara fesmi dapat berupa upacara benderaatau buka
upacara bendera.

Untiik keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acar
resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peratura
Perundang-undangan.




{

@

)

2)

(6]

)

(5)

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD mendapal penghormatan sesuvai
penghormatan yang diberikan kepada Pejabal Pemerintah

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilaksanakan sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Tata Pakaian

Pasal 10

Dalam melaksanakan lugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna
yang tidak mengambil Keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).

Dalam menghadirl Rapat Paripuma, Penetapan Qanun, Rapat Paripurna
Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan Pakalan Sipll Resmi {PSR).

Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpahy
Janji Anggota DPRD dan menghadir Pelantikan Bupati dan peringatan-
beﬁngatan hari besar nasional/bersejarah, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan Pakalan Sipil Lengkap (PSL).

Dalam hal megenakan Ppakaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sampatdengan ayat(3), Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan lencana,
Lambang Daerah dan Papan Nama.

Dalam halmenghadin acara-acara peringatan bersejarah berkaltan dengan
Kabupaten Aceh Tamfang danfatau acarg-acara kedaerahan lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Adat.
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BAB I
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pagal 11

Penghasfan Pimpinan dan Anggota DPRO terdiri dari :

Fimeom e

(@

)

(4)

[

uangrepresenlasi;

uang paket;

lunjangan jabatar;

tunjangan panitia musyawarah;
tunjangan komisi;

1tunjangan Panitia Anggaran;
tunjangan Badan Kehormatan;
tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 12
Pimpian dan Anggota DPRD diberikan uang reprasentasi.

Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupali yai
ditetapkan Pemerintah,

Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perse
dari uang representasi Kelua DPRD.

Uang representasi Anggota DPRD sebesar 76% (tujuh puluh lima perse
dariliang representasi Ketua DPRD,

Selain uang representasi yang diberikan ssbagaimana dimaksud pada ay
(1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarn
sama dengan kelentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Si
golongan IV.
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Pasal13
Pimpinan dan Anggota DPRO diberikan uang paket

Uang paket sebagaimaan dimaksud pada ayal (1) sebesar 1 (}% (sepuluh
persan) dari uang representasl yang bersangkutan.

Pasal 14
Pimpinan dan Anggola DPRD diberikan tunjangan jabatan

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145%
(seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD yang dud:tk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi
atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang
diperlukan, diberikan lunjangan alat kelengkapan sebagaiberikut

a

b.

Ketua sebesar 7.5% (tujuh setengah perseratus) dari unjangan jabatan Ketua
DPRD.

Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari lunjangan jabatan Koetua
DPRD.

Sekretaris sebesar 4 % (empal perseralus) dari tunjangan jabatan Ketua
DPRD.

Anggota 3 % (tiga perseralus) dari lunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak penghasiian Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan
kelentuan Peraturan Perundang-undangan.
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. Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal17

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan
pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi
kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oieh Pemerintah
Dearah.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRO yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suam/ atau istri dan 2 {dua) orang anak.

Besarnya premi asuranst sebagaimana dimaksud pada ayal (1) termasuk
biaya general cheak-up 1 (satu) kall dalam setahun bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD,

Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

Pasal 18

Pimpinan CPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta
perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan yang
penyerahan wa ditvangkan dalam ikatar jian antara Bupatl
dan Pimpinan DPRD.

F'enyerahan Rumah Jabatan, Perlengkapan dan kendaraan Dinas Jabatan

ayat (1), berp padastandar harga yang
dilmapkan dengan Keputusan Bupati dan dengan memperhatikan prinsip
kepatutan dan kewaj

Belanja perlengkapan pemefinaraan rumah jabatan dan betanja umah tangga
serta Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
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{4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhentl atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan
Dinas dalam keadaan balk kepada Pemerinizh Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan sejak tanggal pemberentian.

Pasal19

{1) Anggota DPRD dapat disedikan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas
beserta perlengkapannya.

{2) Belanja perneliharaan Aumah Dinas dan perengkapannya dibabankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Deaah {APBD).

{3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik
kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bwan sejak langgal
pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta
perengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat
i atau digu 1 atau dipi gankan atau diubah struk
bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyedikan rumah jabatan
pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumsahan.

(2) Tumjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang
sewa rumah yang besamya disesuaikan dengan standar harga setempat
yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat!
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Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan atributrya terdid

dari:

a. Pakaian Sipll Harian disediakan, 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

b Pakaian Sipil Resmi disediakan, 1 (salu) pasang dalam 1 (satu) lahun;

c. Pakalan Sipil Lengkap disediakan, 1 {satu) pasang dalam 5 (lima) tahun
masa jabatan;

d. Pakaian Dinas Harlan lengan panjang 1 (salu) pasang dalam 1 (setu)
tahun.

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas

memp: jkan prinsip p . kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan dan Anggata DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris
diberikan :

a

4]

@)

uang duka walat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberkan uang dukaftewas
sebesar & (enam) kali uang representasi;

bantuan baiaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa
bakfinya diberikanuang jasa pengabdiarn.

Besarmya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPAD dengan

ketertuan;

& masa bakti kurang dar 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh
dan diberikan uangjasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representas!;

80




@

“@

W

@

)]

b. masa bakli sampai dengan 1 (saiu) tahun, diberkan uang jasa
pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

¢. masa bakti sampai dengan 2 (dua) lahun, diberikan uang jasa
pengabdian 2 {dua) bulan uang representasi;

d.  masa bakti sampai dengan 3(tiga) tahun, diberkan uang jasa pengabdian
3 (tiga) butan uang representasi;

e. masa baldi sampai dengan 4 {empat) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 4 {empat) bulan vang representasi;

f. masa bakll sampai dengan 5 {lima) tahun, diberikan vang jasa
pengabdian setinggl-ingginya 8 (enam} bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPAD meninggal dunia, uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli
warisnya. .

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Petundang-Undangan

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal25

Belana Penunjang Kegialan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas,
fungs! dan wewenang DPRD.

Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. rapat-rapat;

b.  kunjungan kerja;

€. penyiapan, pengkajian dan penelazhan Qanun;

d. peningkatan sumber daya manusia dan profeslonalisme;

e koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

il




@

(5)

)

)

Tugas, wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir dari :

.a  membeniuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang yang dibahas dengan

Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;

b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara
bersama-sama dengan Bupali;

©. melaksanakna pengawasan terhadap Qanun dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya, Keputusan Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), kebjjakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
program pembangunan Daerah dan kerja sama Daerah baik
International, Nasional dan Daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupat
kepada Menteri Dalam Neger melalul Gubemur;

e. memberi pendapat dan perlimbangan kepada Pemerintah Daerah
terhadap rencana peranjian yang menyangkut dengan kepentingan
Daerah, baik Daerah, Nasinal dan Intemasional;

E. meminla laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam
pelaksanakan tugas desentralisasi.

Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara
rasional, wajar, patut dan terukur yang mengacu kepada harga standar
barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati mempedomant
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD difonmulasikan ke dalam
RASK/DASK.

BAB YV
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang
diformulasikan ke dalam Hencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
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Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tersebut dalam ketentuan Pasal 11, dianggarkan dalam Pos
anggaran DPRD.

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terseb utdalam ketentuan Pasal 17 sampal dengan
Pasal 24 kecuali Pasal 20 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos
Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagal berkut :

a, Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Modal.

spp T

Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja
DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintal Nomor 37 Tahun
2005 dan/atau Qanun ini, dinyatakan melanggar hukum.

@

Pasal 28

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yagn tidak terpisahkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan perlanggungjawaban belanja
DPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja
satuan ketja Perangkat Dagrahlainnya.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya akan diatur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.

{2)  Denganberlakunya Qanunini, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor
8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh
Tamiang dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun in dicabut
dan dinyatakan tidak bedaku lagi.

Pasal 30
Ganun ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Aceh Tamiang

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mel 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

Diundangkan di Karang Baru Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggel 12 Mel 2008 M
14 Rabiul Awal 1427 H
SEKRETARIS DAERAH AHBUDDIN USMAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

fl
MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 49
& :




PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKQLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

umum

Undang-undang Nomar 22 Tahun 2003 tenfang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah

bahwa DPRAD p Lembaga Pemerintah Dasrah
sebagal wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan
setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah
Daerah. Kedudukan yai rtara bermakna bahwa antara DPRD dan
Pemerintah Daerah memiliki keduduekan yang sama dan sejajajar dalam arti
tidak saling membawahi. Hubungan bersifal kemitraan berarti DPRD
merupaian mitra kerja Pemerinteh Daereh dalam membuat kebijakan Daerah
untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesual dengan tugas dan fungsi
masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib
memelihara dan membangun hubungan kerja yang hanmonis dan satu sama
lain harus saling mendukung, bukan sebagailawan atau pesaing.

Untuk tejalinnya hubungan kefja yang harmonis dan saling mendukung,
diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing
memperoleh hak dan melaksanakan kowajiban meningkatkan peran dan
tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan
kawenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and
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baiances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas,
. produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan
masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD
merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan alau acara resmi
Pemedintah yang disclenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya
sebagal Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi
pengaturan lata tempat, lata upacara dantata penghormatan,

Pengaluran mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
merupakan pedoman dalam rangha penyediaan alau pemberian penghaslian
tetap dan tunjangan kesefahteraan serta belanja penunjang kegiatan urtuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan
azas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan
agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan
Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonom|, sosial budaya, jumlah penduduk, luas
wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besamya beban
tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah Antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Di sisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas
fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu daerah dibatas! oleh kemampuan
keuangannya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah
tersebut di atas dan guna menghindarl perbedaan yang mencolok dalam
penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik
Indanesia, maka pengaturan mengenal kedudukan keuangan Fimpinan dan
Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagal berikut ©
1. Prinsip kesetaraan yaitu sesama pimpinan dan Anggota DPAD Provinsi

memperaleh penghasilan telap yang sama. Prinsip ini antara lain

tercermin da formulasi penentuan besarnya Uang Representasi ketua
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DPRD yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagai wujud
kesetaraan dan kemilraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu besamya uang representas!
yang diterima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan lembaga legislatif
sama dengan besarmya gaji pokok Gubemur selaku pimpinan lembaga
eksekutuf di Daerah.

2. Prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasflan tetap Pimpinan dan
Anggota DPRD harus memperlimbangkan asas keadilan dan kepatutan.
Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya
pemberian penghasiian tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua
DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih finggi dari ketua
DPRD

3. Prinsip proporsianal yaitu penyediaan belanja penunjang keglatan DPRD
harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional
antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangika
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinarjanya dibandingkan
dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus
dipscahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang
kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD selain memberikan
arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD, juga memberi keleluasaan kepada Daerah unluk mengatur belenja
penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya
fidak dibarikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah,
Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi
sampal dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan
patut diberikan uang jasa pengabdian.
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Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai
pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang
telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang
diberhenlikan akibat dinyatakan melanggar sumpah janji, kode etik DPRD
dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagal anggota DPRD atau
dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari
pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

... Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yangtidak terpisahkan
dari APBD. DPRD bukan pakan Perangkat Daerah, maka

tans DPRD beriy yusun belanja DPRD yang terdi dar Belanja
Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Derah Sekretariat DPAD serta
melaksanakan pengelolaan keuangan DPAD.

Dengan demikian, peryusunan, 1 usulan,
penatausahaan, dan perlanggung Jawabannya diperlukan sama dengan
belanja perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeharan atas beban belanja DPRD
untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
2

Ayal{1)
. Cukup jelas
Ayat{Z)
Huruf a
Acara resmi di Daerah adalah acara yang
diselenggarakan di loukota Provinsi, lbukota Kabupaten/
Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Gampong,
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Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukupjelas

Ketontuan ini hanya berlaky apabfia pelantikan Bupati/Wakil Bupati
berlangsung di Gedung DPRD
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal9
Cukup jelas
Pasal 10
Gukup jelas
Pasal 11
Gukup jelas
Pasal 12
Cuku jelas
Pasal13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (T}
Yang dimaksud dengan “pemsliharaan kesehalan” adalah
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upaya kesehatan yang meliputi peningkatan dan
pemeliharaan kesehatan,
Besamya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
paling tinggi sama dengan besamya premi asuransi Bupali.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan suami atau Istri adalah 1 (satu)
orang suami atau 1 (satu) orang istri;
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau
anak angkat
Ayat(3) X
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Penyediaan rumah Jabatan, perlengkapan dan kendaraan
dinas jabatan Pimpinan DP RD berpedoman padastandar yang
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pada saat
penyerahan pemakaian rurmah jabatan beserta perlengkapan
serla 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, diuangkan dalam
" ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan
DPRD.
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Gukup jelas
Fasal 22
Ayat{1)
Gukup jelas
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Ayat (2)
Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian

D penghematan, )
kewajaran.
Pasal 23
Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Blaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan
dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat lugas sampal
ke tempat pemakaman.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jeias
Ayal (3)
Cukupjelas
Ayal (4}
uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang dibarhentikan dengan tidak hormat
Pasal 25
Cukupjelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Gukup jelas
Ayat (3) .
d dengan diurail lam jenis belanja adalah
sebagai berikut :

a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji
danTunjangan Pegawal Sekretariat DPRD sesuai dengan
golongan jabatan.
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b. Belanja barang dan jasa yailu untuk kebutuhan belanjz
barang dan jasa habis pakai, seperli alat tulis kantor
Pakatan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawa
Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi Asuransi kesehatan
konsumsi rapat Daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dar
ongkes kantor lainnya,

Belanja Pejalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinar
dan Anggota DPAD dalam rangka melaksanakan lugasrye
atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik d
dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnyz
disesuaikan dengan standar perialanan dinas Pegawa
Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.
Belanja pemerlinaraan antara lain permeliharaan sarana dar
prasarana gedung kantor DPRO dan Sekretariat DPRD
rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRLC
dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan
perluasan/penambahan gedung kantor/Rumah Dinas
pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatar
pimpinan DPRD dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD
p par kantor, pe
Dinas pimpinan DPRD, yang sifalnya menambah nila
kekayaan Daerah.

Ayal [4)
Cukup jelas

2]
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Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasla 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 11
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